
BUPATI KATINGAN

PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERA:TURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR i13 TAHUN AALT

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI IGTINGAN NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BEIANJADAERAI{KABUPATENKATINGANTAHUNANGGARANzafi

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN'

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat

tzl Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah' prlu dibuat

suatu Pedoman tentang Pen;rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Katingan

Tatrun Anggaran 2AL7;

b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun

2AL6 bntang Pedoman PenSrusunan Anggaran

PendapatarrDanBelanjaDaerahKabupatenKatingarr

Tahun Anggaran 2Ol7 perlu adarrya beberapa

Perbaikan;
c. bahura berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksudpadahurufadanhurufbdiatasprlu
ditetapkan dengan Perahrran Bupati Katingan;

Mengingat:1.Undang-UndangNomor43Tahun1999tefltang
PenrbahanAtasUndang.UndarrgNomorSTahunL9T4

tentangPokok.PokokKepegawaian(IrmbaranNegara

Repuhlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169'

Tambahanl,embaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 3890);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang

Pembenhrkan Kabupaten Katingan' Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara' Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Mumng Raya dart

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

zOOZNomor 18, Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan

pemerintahan Daerah (Irmbara' Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38h

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun zOtL tentang

pembenhrkal Perahrran Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun }OLL

Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5l23ali

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang

Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6' Tambaha, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubatr beberapa kali teraktrir'

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 Tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58'

Tambahan lrmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5679);

3.

4.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

SistemlnformasiKeuanganDaerah{IrmbaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138'

TambaharrlrmbaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor a5761; sebagaimana telah diubah dengan

PeraturarrPemerintahNomor65TahunzoLatentang

Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun2oostentangSistemlnformasiKeuangan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambatran Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 5155);

g. Peraflrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OOS Nomor 14O'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor +5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2005 Nomor 150' Tanrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585h

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AOO tentang

PelaporanKeuangandanKinerjalnstansiPemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20A6

Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6L4l;

12.PeraturanPemerintatrNomorTlTahun20lotentarrg
StandarAkuntansiPemerintahan(I,embaranNegara
Republik Indonesian Tahun zAtA Nomor 123'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3

Tahun 2OO8 tentang Pembagian urusan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8

Nomor 3);



L4. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1

Tahun 2OAg tentang Pokok Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah $'embaran daeratr Kabupaten

Katingan Tahun 2AAg Nomor L);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali' terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Perafirran Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun

2AAT tentang Pengelompkan Kemarnpuan Keuangan

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiarnraban

PenggunaanBelanjaPenunjarrgoperasionalPimpinan

DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

17. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

ilALL yang diubah dengan Perrnendagri Nomor 39

Tahun2ol1tentangPerubahanPeraturanMenteri
Dalarn Negeri Nomor 32 Tatrun tentang Pedoman

Pemberian bantuan Sosia1 dan Hibah yang Bersurnber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr;

18. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2OL4 tentang Pembenhrkan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun

2OL6 tentang Pedoman Perryusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

20L7;

20. Perahrran Menteri Kesehatan Nomor TL Tahun 2016

tentang Pehrnjuk Teknis Pengunaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Kesehatan Tahun Arrggaran 2OL7;

21. Perattrran Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2AL6

Tentang Pedoman Pen5rusr:nan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah l(abupaten Katingan Tatrun

Anggaran 2AL7;

15.



MEMUTUSI(AN :

MENCTAPKAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI IGTINGAN NOMOR 55 TAHUN

2aL6TENTANGPEDoMANUMUMPEISTUSUNAN
ANGGARANPENDAPATANDA}IBELANJADAERAH

I{ABUPATENIGTINGANTAHUNANGGARANzaLT.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati lktingan Nornor 55 Tahun

2OL6 tentang Pedoma:r umum Pen5rusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabrrpaten Katingan Tahun Anggaran 2Ol7 {Lembaran

Daerah l{abupaten Iktingan Tatrun 2oL6 Nornor 299]| diubah sebagai

berilnrt:

1. Ketentuan pada Lampiran 2 Daftar Satuan Biaya dirubah dan

ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I'RAIAfr SATUAN EARGA

2 3.,
1

ffi rayarna Pengadaan
,lrt Dl Eaoafa d:rn .f**e

OB Rp. 2.25O.OOOtto+rta llI .D

Sekretaris ULP OB Rn. 1.750.000

Sekretariat ULP OB Rp. 1.25O.OOO

Selcreiariat Admin AgencY ULP OB Rp. 1.50O.OOO

Panfta Peagadann Barang dnn KeIoEPoE
Kerla Unti LaSraaan Psagadena LLP
Xontnrtsi Dan l{oa Koatnrksl
Ketua OB Rp. 1.75O.00O

Sekretaris OB Rp. 1.5OO.OOO

Anggota OB Rp. 1.25O.O0O

dag den Ecaluast
Sasaraa Sttrategi PerJaaJtan lltaerJa
Kepala SBPD df LlrgIungan Pemorintah
Kabupaton Kattngan

Honotarlum Tlm
Penanggung Jawab OB Ro. 5OO.OOO

Ketua OB Ro. 475.000

Sekretaris OB Rp. 45O.OOO

Anggota OB Rp. 35O.OO0

Tin Pentlai
Ketua OB Rp. 475.OOO

Anggota OB Rp. 45O.OOO

Tlm SeAretariat
OB Rp. 35O.OOOKoordinator

Ansg:ata OB Rp. 3OO.O00



AIILI BIDAIYG

MEDIS DI I'PTD PIISI{E8TtrAS

Dokter UmumlCrtgi daa ApotererrsEaga
Harlan lepas 5rary borkedudutan dt LPTD
v tra*o

OB Rp. 4.0O0.OOO'Rrskesmas Kereng Pangi
Drralrperrras. Kasrtfi oan I OB Ro. 4.0O0.O00

OB Rp. 4.OOO.OO0Puskesmas Kasongan II
Puskesmas Baun Bangq OB Rp. 5.OOO.OOO

RrCkesmas Petak Bahandang OB Rn. 5.0O0.000

Rrskesmas Buntut Bali OB Rp. 5.000.000

Puskesmas Pendahara OB Rp, 5.0O0.000

ffiSamba OB Rp. 5.OOO"OOO

Puskesmas Tumbang Kaman OB Rp. 5.5oo.Ooo

Puskesmas Tumbang Hiran OB Rp. 6.OOO.OOO

Puskesmas Mendawai OB Rp. 6.OO0.OOO

OB Rp. 6.oOo.O0OPuskesmas Pagatan 1

Puskesmas Pagatan 2 OB Rp.7.OOO.Ooo

Puskesmas Tumbang Sanamang OB Rp. 7.OOO.O0O

Rrskesmas Tumbang Baraoi OB Rp. 7.OOO.0O0

Puskeimas firmbang Kajamei OB
Rp. 8.OOO.OOO",

Ilo,iomrfun ifu forya Penguataa $lsten
Inovasi Daerah
Penanggug Jawab OB Rp. SOO.OOO

Koordinator Tim OB Rp. 450.oo0

Kehra Pilar Tim OB Rp. 4OO.OOO

Anggota Tim Pofia OB Rp. 350.000

Anggota Tim Sekretariat OB Rp. SOO.OOO

Ildroffin Tim Pelgelola Slsteu
Informaal Pembaaguaaa Daetah (SIPD
Kabupaten Kattngaa

Pengarah OB Rp. 55O.0OO

Penanggung Jawab OB Rp. SOO.OOO

Ketua OB Rp. 45O.OOO

Sekretaris OB Rp. 4O0.o0O

Koordinator OB Rp. 350.000

Anggota OB Rp. 3OO.OOo

Xonorarium Ttm Paattla Keoltraan
IPAIIEM) Program Penyediaan Alr Mlnua
dnn Saaitasl Bettasis Masyamht Nlb'
Ketiagat
Ketua OB Rp. 450.OOO

Urakil Ketua OB Rp. 4OO.O0O

Anggota OB Rp. 35O.OOO

ffi Tlm District ProJeci
Maaalemen Unlt
Ketua OB Rp. 45O.OOO

lllakil Ketua OB Rp. 400.000

Anggota OB Rp. 350.0O0



Honorarlun Tim Pen5rusunaa Tekaokratik
RPJMD 2o\9-2o/23
Penanssung iawab OB Rp. I.OOO.OOO

Ketua OB Rp. 9OO.O00

Sekretaris OB Rn. 850.000
Koordinator OB Ro. SOO.OOO

Anggota OB Ro. 750.000
Ilonorarlum Tim Pengelola Dana Alohsi
Khusus tron Flsik Baatuan Operasional
Kesehatan (BOK| Tiagkat Kabupaten
Kstinqan
Penssuna Anggaran OB Rp. 6OO.OOO

Ketua OB Ro. 5OO.OOO

Wakil Ketua OB Ro. 5O0.OO0

Sekretaris OB Rp. 4O0.OOO

Anggota OB Rp. 3OO.OOO

Honorarium Pengunrs Batang OB Rp. 35O.OOO

Honorarium Pengunrs Barang OB Rp. 3OO.OOO

Honorarium dibayarkan pada Badar
Pengelola Keuangan dan Aset Daerat
Kabupaten Katinean
BelanJa Makaa Mlaum Rumah Ta-SSe
Jabatan
Sekda Bulan Rp. 12.O0O.OOO

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2Ol7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal t4 Maret ea1?

Diundangkan di Kasongan

KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH

YANTENGLIE

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR }5'


